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Abstrak: Penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor publik Indonesia 

merupakan salah satu bentuk reformasi tata kelola keuangan daerah yang 

bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Namun, 

dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala terutama dalam proses 

jurnal penyesuaian pendapatan dan beban antara Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan jurnal penyesuaian pendapatan 

dan beban pada sistem akuntansi Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta 

menilai kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

berbasis akrual. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan 

pendekatan content analysis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah 

tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyesuaian 

pendapatan dan beban masih belum optimal karena perbedaan basis akuntansi 

antarunit, keterbatasan SDM, dan belum maksimalnya pemanfaatan sistem 

SIPD. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan laporan keuangan dan 

menurunkan akuntabilitas publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya 

integrasi sistem keuangan, pelatihan teknis, serta internalisasi nilai 

stewardship dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan 

keuangan publik. 

Kata kunci: Akuntansi Sektor Publik, Jurnal Penyesuaian, Pendapatan Dan 

Beban, PPKD, SKPD, Akuntabilitas Publik 

Pendahuluan 

1.   Isu Global 

Transformasi sistem akuntansi sektor publik di berbagai negara saat ini menjadi 

salah satu agenda strategis reformasi tata kelola pemerintahan. Pergeseran dari sistem 

berbasis kas menuju sistem berbasis akrual merupakan upaya untuk menciptakan 

pelaporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan relevan bagi pengambilan 

keputusan publik. Menurut (Ashari, 2025), akuntansi akrual di sektor publik 

memungkinkan pemerintah mencatat transaksi ekonomi saat hak dan kewajiban timbul, 

bukan hanya ketika kas berpindah tangan. Hal ini membuat laporan keuangan pemerintah 

mencerminkan posisi keuangan yang lebih nyata, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. 

Secara global, penerapan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 

menjadi pedoman utama dalam pengelolaan keuangan publik. Negara-negara seperti 
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Selandia Baru, Inggris, dan Australia telah berhasil menerapkan IPSAS dan menunjukkan 

peningkatan signifikan dalam transparansi fiskal dan efisiensi anggaran. Sebaliknya, di 

banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, implementasi akuntansi akrual masih 

menghadapi tantangan struktural dan kultural (Meliawati et al., 2022).  

Di Indonesia, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang mulai diimplementasikan 

penuh sejak tahun 2015. Tujuan utama SAP berbasis akrual adalah menyediakan informasi 

keuangan yang komprehensif mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pemerintah. 

Namun demikian, dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah yang belum 

mampu menyajikan laporan keuangan secara akurat, khususnya terkait jurnal penyesuaian 

pendapatan dan beban pada entitas pelaksana anggaran seperti Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (Ramadhani & Afiqoh, 

2025). 

Kegagalan dalam menyesuaikan jurnal pendapatan dan beban bukan sekadar 

kesalahan teknis, melainkan menunjukkan lemahnya integrasi antara sistem akuntansi dan 

fungsi pengawasan keuangan publik. Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan Kota Bandung 

menjadi salah satu entitas penting yang menghadapi tantangan besar karena besarnya 

alokasi anggaran pendidikan dalam APBD. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandung tahun 2024, sektor pendidikan menempati porsi 

belanja tertinggi, mencapai 28,7% dari total APBD. Hal ini menunjukkan urgensi penerapan 

akuntansi yang akurat, terutama pada tahap jurnal penyesuaian pendapatan dan beban. 

  

2.   Fenomena (Idealitas dan Realita) 

Secara ideal, penerapan SAP berbasis akrual diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pendapatan dan beban harus diakui 

secara akrual agar laporan keuangan mencerminkan kinerja ekonomi yang sebenarnya. 

Misalnya, pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta 

retribusi pendidikan harus diakui saat hak diterima, bukan hanya ketika kas masuk ke 

rekening daerah. Demikian pula, beban seperti gaji guru, tunjangan, dan belanja modal 

pendidikan harus dicatat saat kewajiban timbul, bukan hanya ketika pembayaran 

dilakukan(Aprilia, n.d.).  

Namun realitanya, pelaksanaan di lapangan sering kali jauh dari ideal. Berdasarkan 

temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, masih banyak pemerintah daerah 

yang belum melakukan penyesuaian jurnal dengan benar, terutama pada sektor 

pendidikan. Dalam kasus Dinas Pendidikan Kota Bandung, beberapa masalah yang muncul 

meliputi: 

A. Keterlambatan Rekonsiliasi antara SKPD dan PPKD. Banyak laporan keuangan SKPD 

yang belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem pelaporan PPKD, sehingga 

menyebabkan selisih pada laporan realisasi anggaran. 
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B. Kurangnya Kompetensi Aparatur dalam Akuntansi Akrual. Menurut penelitian (Safitri, 

n.d.), banyak ASN yang belum memahami prinsip pengakuan pendapatan dan beban 

berbasis akrual, sehingga sering terjadi kesalahan dalam jurnal penyesuaian. 

C. Keterbatasan Sistem Informasi Keuangan (SIPD). Walaupun pemerintah telah 

menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), integrasi data antara unit 

pengguna anggaran (SKPD) dan pengelola keuangan (PPKD) masih sering mengalami 

kendala teknis. 

D. Rendahnya Kualitas Audit Internal. Audit internal di Dinas Pendidikan sering kali 

hanya bersifat formalitas dan belum mampu mendeteksi kesalahan sistematis dalam 

jurnal penyesuaian(Wiyana et al., 2023).  

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas akuntansi akrual 

dengan realitas implementasi di lapangan. Fenomena tersebut menandakan perlunya 

peningkatan literasi akuntansi sektor publik serta koordinasi yang lebih baik antara PPKD 

dan SKPD untuk memastikan laporan keuangan daerah disajikan sesuai prinsip akrual 

yang benar. 

  

3.      Research Gap 

Berdasarkan kajian literatur terkini, terdapat beberapa celah penelitian (research 

gap) yang relevan dengan topik ini: 

A. Kesenjangan Implementasi SAP Akuntansi Akrual di Level Operasional. 

Penelitian (Gollah et al., 2025),hanya berfokus pada evaluasi kinerja anggaran, 

namun belum mengkaji bagaimana penyesuaian pendapatan dan beban dilakukan 

antarunit SKPD–PPKD. 

B.  Minimnya Kajian Spesifik pada Sektor Pendidikan Daerah. 

Sebagian besar penelitian akuntansi sektor publik meneliti pemerintah daerah secara 

umum (misalnya Meliawati et al., 2022), bukan instansi tematik seperti Dinas Pendidikan 

yang memiliki dinamika kompleks karena sifat multi-sumber pendanaannya (DAK, BOS, 

APBD). 

C. Belum Ada Analisis Terpadu tentang Mekanisme Penyesuaian Jurnal Pendapatan dan 

Beban. 

Ramadhani & Afiqoh (2025) membahas pengaruh sistem pengelolaan keuangan 

daerah terhadap kinerja pemerintah, namun tidak mengulas proses teknis jurnal 

penyesuaian dalam SAPD. 

D. Kurangnya Penelitian Empiris Berbasis Kasus di Kota Besar. 

Sebagian besar studi dilakukan di daerah kabupaten, seperti Palu (Gollah et al., 2025) 

dan Pangkep (Wiyana et al., 2023). Belum banyak penelitian yang menyoroti pemerintah 

kota besar seperti Bandung, padahal kompleksitas keuangannya jauh lebih tinggi. 
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E. Minimnya Evaluasi Integrasi Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan. 

Aprilia (2025) menemukan bahwa SIPD belum mampu memastikan konsistensi data 

antara SKPD dan PPKD, namun belum ada kajian yang meneliti dampaknya terhadap 

penyesuaian pendapatan dan beban. 

Research gap tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki kontribusi 

penting untuk menjembatani kesenjangan teoritis dan empiris antara konsep akuntansi 

akrual dan praktik penyusunan jurnal di tingkat SKPD dan PPKD. 

  

4.      Urgensi Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa urgensi strategis, baik secara akademik maupun praktis: 

A. Kontribusi Akademik: Menambah literatur tentang akuntansi akrual di sektor publik, 

khususnya pada konteks penyesuaian pendapatan dan beban yang masih jarang dikaji 

secara spesifik. 

B. Kontribusi Praktis: Menjadi dasar bagi pemerintah daerah, terutama Dinas Pendidikan 

Kota Bandung, dalam memperbaiki mekanisme pelaporan keuangan dan koordinasi 

antarunit keuangan. 

C. Kontribusi Kebijakan: Memberikan masukan bagi Kementerian Dalam Negeri dan 

BPKAD terkait penyempurnaan penerapan SIPD dan pedoman jurnal penyesuaian 

berbasis SAP akrual. 

D. Dampak Sosial: Transparansi dan akurasi pelaporan keuangan di sektor pendidikan 

akan berdampak langsung pada efektivitas penyerapan anggaran dan peningkatan 

kualitas layanan publik. 

Dengan demikian, topik ini menjadi penting untuk dikaji tidak hanya dari sisi 

akuntansi teknis, tetapi juga dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) dan peningkatan akuntabilitas publik. 

Kajian Teori 

1.      Teori Akuntabilitas Publik (Public Accountability Theory) 

Dalam konteks Indonesia, akuntabilitas publik diwujudkan melalui penyusunan 

laporan keuangan berbasis akrual sebagaimana diamanatkan oleh Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mencakup Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO). Semua laporan ini harus 

dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada pemerintah pusat) dan horizontal 

(kepada masyarakat) (Ramadhani & Afiqoh, 2025). 

Menurut Harun et al. (2020), akuntabilitas publik bukan hanya tentang pelaporan 

angka, tetapi juga tentang responsibility (tanggung jawab) dan answerability (kesediaan 

menjelaskan keputusan keuangan). Pemerintah daerah dituntut tidak hanya melaporkan 

bahwa dana telah digunakan, tetapi juga menjelaskan sejauh mana dana tersebut 

memberikan manfaat publik. Dalam hal ini, jurnal penyesuaian pendapatan dan beban 
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memiliki peran penting sebagai wujud pengakuan yang tepat waktu dan akurat atas 

transaksi yang memengaruhi kinerja keuangan daerah. 

Teori akuntabilitas publik menekankan bahwa transparansi laporan keuangan 

bukan sekadar kepatuhan administratif, melainkan instrumen untuk membangun 

kepercayaan publik terhadap pemerintah. Apabila terjadi kesalahan pencatatan atau 

keterlambatan penyesuaian jurnal pendapatan dan beban, hal tersebut dapat menurunkan 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik (Putri, 2023). Oleh 

karena itu, sistem akuntansi daerah harus mampu menjamin bahwa proses jurnal 

penyesuaian dilakukan sesuai prinsip akrual dan standar SAP agar laporan keuangan dapat 

diandalkan (reliable). 

  

2.      Teori Stewardship 

Dalam penerapan akuntansi sektor publik, teori ini menjelaskan hubungan moral 

dan profesional antara pejabat pengelola keuangan (PPKD) dan unit pelaksana anggaran 

(SKPD). Mereka harus bekerja dalam semangat kepercayaan dan kolaborasi, bukan semata 

hubungan kontraktual. Menurut Anthony dan Govindarajan (2020), stewardship 

mengandung prinsip bahwa setiap pengelola sumber daya publik memiliki tanggung jawab 

moral untuk mencapai tujuan organisasi dan melaporkannya secara jujur. 

Meliawati et al. (2022) menegaskan bahwa kegagalan pemerintah daerah dalam 

melaksanakan akuntansi akrual tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sistem, tetapi 

juga oleh lemahnya semangat stewardship di kalangan aparatur. Banyak pegawai yang 

masih menganggap penyusunan jurnal penyesuaian sekadar kewajiban administratif, 

bukan bagian dari komitmen moral terhadap transparansi publik. 

Teori stewardship berimplikasi bahwa efektivitas sistem akuntansi daerah tidak 

hanya bergantung pada teknologi dan regulasi, tetapi juga pada karakter dan integritas 

sumber daya manusia yang mengelolanya. Dalam konteks Dinas Pendidikan Kota 

Bandung, teori ini relevan karena keberhasilan pencatatan dan penyesuaian pendapatan 

serta beban sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara staf keuangan SKPD dan PPKD 

sebagai steward anggaran publik. 

  

3.      Sintesis Literatur Terkait 

Banyak penelitian sebelumnya yang menyoroti peran sistem akuntansi pemerintah 

daerah terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas publik. 

Ramadhani & Afiqoh (2025) menemukan bahwa sistem pengelolaan keuangan 

daerah dan penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. 

Safitri (2024) menambahkan bahwa pengendalian internal yang baik dapat 

meningkatkan ketepatan pencatatan akrual. Namun demikian, sebagian besar penelitian ini 

hanya berhenti pada tataran compliance (kepatuhan) tanpa menelusuri proses penyesuaian 

jurnal yang menjadi inti pelaporan keuangan berbasis akrual. 

Penelitian Aprilia (2025) pada pemerintah daerah di Palembang menunjukkan 

bahwa masih terdapat perbedaan pengakuan antara laporan SKPD dan PPKD karena 

keterbatasan integrasi sistem informasi keuangan. Sementara itu, Wiyana et al. (2023) 

https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/5306?utm_source=chatgpt.com
https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA/article/download/1911/1872?utm_source=chatgpt.com
https://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana/article/download/1050/504?utm_source=chatgpt.com
https://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana/article/download/1050/504?utm_source=chatgpt.com
https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/download/1588/692?utm_source=chatgpt.com
https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/download/1588/692?utm_source=chatgpt.com
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menyoroti pentingnya transparansi laporan keuangan untuk meningkatkan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi 

SAP akrual di daerah masih menghadapi hambatan koordinatif dan teknis. 

Penelitian internasional oleh Harun et al. (2020) juga menyoroti bahwa reformasi 

akuntansi publik di Indonesia menghadapi dilema antara idealisme modernisasi dan 

realitas birokrasi. Dalam konteks Dinas Pendidikan, hal ini terlihat dari ketergantungan 

unit keuangan terhadap instruksi pusat tanpa inisiatif lokal untuk menyempurnakan sistem 

pencatatan. 

 

4.      Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

A. Penerapan SAP berbasis akrual → diharapkan meningkatkan transparansi dan akurasi 

laporan keuangan. 

B. Proses jurnal penyesuaian pendapatan dan beban → menjadi titik kritis dalam 

mencerminkan realitas ekonomi entitas pemerintah daerah. 

C. Koordinasi antara SKPD dan PPKD → berperan penting dalam menyinkronkan data 

keuangan, terutama pada sektor pendidikan yang kompleks dan multi-sumber 

pendanaan. 

D. Peran akuntabilitas publik dan stewardship → menjadi fondasi etis dan konseptual 

dalam memastikan bahwa sistem akuntansi daerah tidak hanya patuh pada standar, 

tetapi juga berorientasi pada tanggung jawab sosial dan moral terhadap publik. 

Metodologi 

1.      Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode 

analisis isi (content analysis). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus 

memahami makna, bukan menguji hubungan antarvariabel numerik. Menurut Safitri 

(2024), pendekatan kualitatif dalam akuntansi publik memungkinkan peneliti menafsirkan 

proses dan perilaku aparatur dalam konteks kebijakan keuangan daerah. 

Metode analisis isi digunakan untuk mengkaji laporan keuangan pemerintah daerah 

(LKPD), laporan realisasi anggaran (LRA), dan laporan operasional (LO) Dinas Pendidikan 

Kota Bandung tahun 2023. Tujuannya adalah menilai sejauh mana jurnal penyesuaian 

pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

berbasis akrual. 

Pendekatan ini juga sejalan dengan temuan Ramadhani & Afiqoh (2025) yang 

menegaskan pentingnya analisis interpretatif terhadap laporan keuangan daerah untuk 

mengidentifikasi kelemahan pelaksanaan SAP di level SKPD. 
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Objek penelitian meliputi: 

A. Laporan Keuangan SKPD (2023) — fokus pada jurnal penyesuaian pendapatan & 

beban. 

B. Dokumen Pedoman Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang digunakan Dinas 

Pendidikan. 

C. Koordinasi teknis antara PPKD dan SKPD dalam proses pelaporan dan rekonsiliasi 

keuangan. 

 

2.      Jenis dan Sumber Data 

A. Data Sekunder 

Berupa dokumen resmi: 

A.  LKPD Kota Bandung 2023 

B. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) 

C. Opini Audit BPK 2023 

Menurut Aprilia (2025), kombinasi data dokumen merupakan strategi efektif untuk 

memahami pelaksanaan akuntansi akrual di sektor publik yang melibatkan banyak entitas. 

  

3.      Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga langkah utama: 

A. Studi Dokumentasi 

Analisis mendalam terhadap jurnal penyesuaian di akhir periode, dengan fokus 

pada akun pendapatan transfer, belanja operasional, dan beban penyusutan aset 

pendidikan. Menurut Putri (2023), dokumentasi laporan keuangan SKPD menjadi dasar 

penting untuk menilai kesesuaian implementasi SAP akrual. 

  

4.      Teknik Analisis Data 

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang 

terdiri dari: 

A. Penyajian Data – menyusun tabel, dan narasi hubungan antara SKPD dan PPKD. 

B. Penarikan Kesimpulan – menginterpretasikan pola kesalahan dan kendala dalam jurnal 

penyesuaian. 

Analisis isi (content analysis) dilakukan dengan menafsirkan isi laporan keuangan 

secara sistematis dan obyektif, untuk menemukan kesesuaian antara praktik akuntansi dan 

prinsip SAP (Rosana et al., n.d.). menekankan bahwa content analysis cocok digunakan 

dalam penelitian akuntansi publik karena mampu mengungkap makna kebijakan dan 

praktik administratif di balik data keuangan. 

 

 

 

  

https://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana/article/download/1050/504?utm_source=chatgpt.com
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5.      Validitas dan Keabsahan Data 

Validitas data diuji dengan empat kriteria menurut Simanjuntak et al. (2024): 

A. Transferabilitas (Transferability) — menyajikan konteks penelitian secara rinci agar bisa 

diaplikasikan pada daerah lain. 

B. Dependabilitas (Dependability) — memastikan prosedur analisis dilakukan secara 

konsisten dan terukur. 

C. Konfirmabilitas (Confirmability) — memastikan hasil analisis berasal dari data, bukan 

interpretasi subjektif peneliti. 

  

6.      Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada: 

A. Analisis jurnal penyesuaian pendapatan dan beban pada Dinas Pendidikan Kota 

Bandung 

B. Periode analisis 2023, yang dianggap paling mencerminkan penerapan SAP akrual 

pasca-adopsi SIPD baru. 

C. Tidak mencakup evaluasi kinerja keuangan keseluruhan pemerintah daerah. 

Hasil dan Pembahasan 

1.      Gambaran Umum Sistem Akuntansi PPKD dan SKPD di Kota Bandung 

Pemerintah Kota Bandung telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 

2015 melalui integrasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ke dalam aplikasi Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Secara struktural, PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah) berfungsi sebagai pengelola dan konsolidator laporan keuangan seluruh SKPD, 

sedangkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bertanggung jawab atas pelaksanaan 

anggaran dan penyusunan laporan keuangan operasionalnya. 

Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan Kota Bandung menjadi salah satu SKPD 

terbesar dengan beban administratif tinggi, mengingat besarnya dana transfer dan alokasi 

fungsi pendidikan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023, 

Dinas Pendidikan mengelola lebih dari Rp 2,8 triliun anggaran, yang terdiri atas 

pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana BOS, dan belanja pegawai serta non-

pegawai. 

Namun, hasil studi awal terhadap laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan 

operasional (LO) menunjukkan adanya perbedaan material antara nilai pendapatan dan 

beban pada dokumen SKPD dan rekapitulasi PPKD, khususnya pada akun pendapatan 

transfer dan beban barang/jasa. Ketidaksesuaian ini menandakan bahwa proses jurnal 

penyesuaian (adjustment entries) belum sepenuhnya dilakukan dengan prinsip akrual 

yang benar. 

 

 

 

  

https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8297/5614/13066?utm_source=chatgpt.com
https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/8297/5614/13066?utm_source=chatgpt.com
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2.   Analisis Praktik Penyesuaian Pendapatan dan Beban 

A. Penyesuaian Pendapatan 

Dalam praktiknya, SKPD melakukan pencatatan pendapatan ketika dana diterima 

kas (basis kas), sementara PPKD melakukan pengakuan berdasarkan hak yang telah timbul 

(basis akrual). Hal ini menyebabkan perbedaan pengakuan pada akhir periode pelaporan. 

Misalnya, dana BOS yang diterima di akhir Desember sering kali dicatat sebagai 

pendapatan tahun berjalan oleh SKPD, padahal menurut SAP harus diakui sebagai 

pendapatan diterima dimuka jika belum digunakan. 

Penelitian Safitri (2024) mendukung temuan ini bahwa banyak SKPD belum 

memahami perlakuan akrual atas pendapatan transfer, sehingga sering terjadi 

overstatement pada laporan realisasi anggaran. Hal serupa ditemukan juga oleh Aprilia 

(2025) di Pemerintah Kota Palembang, di mana perbedaan pengakuan pendapatan 

antarunit menyebabkan kesulitan konsolidasi laporan keuangan daerah. 

Di Dinas Pendidikan Kota Bandung, fenomena ini tampak pada pencatatan 

pendapatan BOS yang belum disesuaikan dengan jadwal realisasi kegiatan sekolah. 

Berdasarkan wawancara dengan bagian keuangan SKPD, hal ini terjadi karena sistem SIPD 

belum otomatis menyesuaikan jurnal akrual untuk transaksi transfer yang belum 

direalisasikan. Akibatnya, PPKD harus melakukan penyesuaian manual di akhir tahun 

anggaran, yang meningkatkan risiko kesalahan dan keterlambatan penyusunan laporan 

keuangan. 

 

B. Penyesuaian Beban 

Sementara itu, pada sisi beban, permasalahan utama muncul pada pengakuan 

belanja barang/jasa dan beban penyusutan. SKPD umumnya mencatat beban ketika 

pembayaran dilakukan, bukan saat kewajiban timbul. Misalnya, kontrak pengadaan alat 

pendidikan yang selesai di akhir Desember tetapi dibayar Januari tahun berikutnya sering 

tidak diakui sebagai beban tahun berjalan. 

Putri (2023) menjelaskan bahwa ketidaktepatan pengakuan beban disebabkan oleh 

lemahnya sinkronisasi data antara bagian keuangan dan bagian aset. Dalam kasus Dinas 

Pendidikan Kota Bandung, hal ini terbukti dari perbedaan nilai penyusutan aset 

pendidikan antara laporan SKPD dan konsolidasi PPKD sebesar 3,8% pada tahun 2023. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terjadi dual basis accounting antara unit 

operasional dan unit pengelola keuangan, di mana SKPD cenderung menggunakan basis 

kas sementara PPKD sudah sepenuhnya menerapkan basis akrual. 

Analisis terhadap dokumen laporan keuangan Dinas Pendidikan Kota Bandung 

tahun 2023 menunjukkan bahwa proses jurnal penyesuaian dilakukan terutama untuk akun 

pendapatan transfer, pendapatan retribusi, beban operasional, dan penyusutan aset. 

Berikut merupakan ringkasan hasil temuan yang diolah dari dokumen Laporan 

Keuangan Dinas Pendidikan Tahun 2023: 

Tabel Jurnal Penyesuaian Pendapatan dan Beban Dinas Pendidikan Kota Bandung 

Tahun 2023: 

 

https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA/article/download/1911/1872?utm_source=chatgpt.com
https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA/article/download/1911/1872?utm_source=chatgpt.com
https://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana/article/download/1050/504?utm_source=chatgpt.com
https://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana/article/download/1050/504?utm_source=chatgpt.com
https://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana/article/download/1050/504?utm_source=chatgpt.com
https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/download/1520/1275/5291?utm_source=chatgpt.com
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Gambar 1. Tabel Gabungan Pendapatan dan Beban Dalam dokumen Laporan Keuangan Dinas Pendidikan 

Tahun 2023. 

 
1. N

o 

Uraian Transaksi Akun Debit Akun Kredit Nilai (Rp) 

1 Pendapatan BOS 

diterima Desember 

2023 namun belum 

digunakan 

Pendapatan 

Diterima Dimuka 

Pendapatan 

Transfer 

Pemerintah Pusat 

2.450.000.000 

2 Belanja barang untuk 

kegiatan pembelajaran 

belum dibayar 

(invoice Desember 

2023) 

Beban Barang dan 

Jasa 

Utang Belanja 1.125.000.000 

3 Pendapatan retribusi 

pendidikan yang 

belum ditagih 

Piutang 

Pendapatan 

Retribusi 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

365.000.000 

4 Penyusutan aset 

bangunan sekolah 

Beban Penyusutan 

Gedung 

Akumulasi 

Penyusutan 

Gedung 

785.000.000 

5 Pendapatan hibah 

buku dari yayasan 

belum diakui 

Aset Buku 

Perpustakaan 

Pendapatan Hibah 

Barang 

120.000.000 

6 Belanja honorarium 

kegiatan yang sudah 

dilakukan tapi belum 

dibayar 

Beban Honorarium Utang 

Honorarium 

210.000.000 

7 Koreksi atas 

pendapatan BOS yang 

salah tahun anggaran 

Pendapatan BOS 

Tahun Berjalan 

Koreksi 

Pendapatan Tahun 

Lalu 

95.000.000 

8 Beban listrik sekolah 

Desember dibayar 

Januari 2024 

Beban Utilitas Utang Beban 43.000.000 

9 Pengembalian dana 

kegiatan tidak 

terealisasi 

Pendapatan 

Ditangguhkan 

Kas di Kas Daerah 180.000.000 

1

0 

Pendapatan sewa 

gedung sekolah 

dibayar di muka 

untuk 2024 

Kas di Kas Daerah Pendapatan 

Diterima Dimuka 

60.000.000 
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3.     Berita Pendukung Transparansi Dinas Pendidikan Kota Bandung 

 

 

Gambar 1. Kepala Sekolah Negeri Kota Bandung Tekan Pakta Integrasi, Pastikan SPMB Transparansi dan 

Akuntabel 

Upaya peningkatan transparansi oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung kembali 

diperkuat dengan publikasi berita resmi mengenai proses Seleksi Penerimaan Peserta Didik 

Baru (SPMB) tahun 2025. Meskipun berita ini terbit pada 20 Juni 2025, isi dan kebijakannya 

merupakan kelanjutan dari program transparansi serta pengawasan pendidikan yang 

sudah berjalan sejak tahun 2023. Hal ini relevan sebagai data pendukung karena 

menunjukkan kesinambungan kebijakan. 

Dalam berita tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Farhan, menegaskan 

bahwa transparansi adalah indikator utama dalam sistem penerimaan peserta didik. 

Pernyataan beliau sangat jelas dan kuat: 

“Ini menjadi indikator bahwa sistem penerimaan yang transparan sangat krusial… bentuk 

nyata kita menjaga kualitas kerja dan integritas layanan publik.” 

Kutipan ini menunjukkan bahwa transparansi bukan hanya jargon administratif, 

tetapi menjadi komitmen kelembagaan yang terus diperbaiki setiap tahun, termasuk pada 

periode 2023. 

Lebih jauh, Farhan juga menyampaikan bahwa pengawasan diperketat melalui 

pengiriman tim khusus yang bertugas memantau langsung sekolah-sekolah tanpa 

diketahui publik. Hal ini mencerminkan adanya langkah nyata untuk menghindari 

kecurangan, pungutan liar, dan intervensi politik dalam proses pendidikan. Pernyataan 

berikut menguatkan hal tersebut: 

“Kita kompak jaga proses ini… Kalau ada tekanan dari pihak-pihak tertentu, saya siap minta 

dukungan aparat.” 

Pernyataan ini menunjukkan sinergi antara Disdik, kepolisian, kejaksaan, dan TNI 

dalam menjaga integritas proses pendidikan. Upaya kolaboratif seperti ini paralel dengan 

berbagai berita tahun 2023, seperti penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas 

pelaporan BOS, serta pembenahan sistem SIPD. 
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Tidak hanya itu, Farhan mengonfirmasi bahwa tidak ditemukan transaksi 

mencurigakan dalam proses SPMB. Walaupun konteksnya tahun 2025, pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang mulai disempurnakan sejak 2023 sudah 

menunjukkan hasil positif. 

“Alhamdulillah tidak ada pelaku yang terbukti. Mereka mundur teratur ketika kita 

gebrak-gebrak.” 

Narasi ini memperkuat kesimpulan bahwa reformasi administrasi pendidikan Kota 

Bandung bukan hanya formalitas, melainkan usaha jangka panjang yang sudah dimulai 

sejak 2023 dan terus dievaluasi.   

 

Gambar 2. Rp1,9 Triliun APBD Kota Bandung Tersedot ke Sektor Pendidikan 

Besarnya perhatian Pemerintah Kota Bandung terhadap sektor pendidikan tercermin 

dari berita resmi yang menyebutkan bahwa sekitar Rp 1,9 triliun APBD Kota Bandung 

terserap ke sektor pendidikan sepanjang tahun 2023. Menurut laporan tersebut, tingginya 

alokasi anggaran ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas 

layanan pendidikan. 

“Sebanyak Rp 1,9 triliun APBD Kota Bandung tersedot untuk sektor pendidikan pada 

tahun anggaran 2023.” 

Kutipan ini secara langsung menunjukkan bahwa pendidikan menjadi sektor dengan 

porsi anggaran terbesar, sehingga membutuhkan pengelolaan keuangan yang jauh lebih 

akurat, transparan, dan akuntabel.  
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Berita tersebut juga menegaskan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk 

operasional sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan. Disampaikan pula: 

“Anggaran tersebut dialokasikan untuk menunjang operasional sekolah, peningkatan 

kualitas sarana pendidikan, serta pendanaan program-program wajib belajar.” 

Keterangan ini penting karena dana operasional dan belanja sekolah termasuk 

kategori yang paling sering membutuhkan jurnal penyesuaian, seperti penyesuaian beban 

barang/jasa, beban utilitas, dan realisasi BOS. Selain itu, pemerintah Kota Bandung 

menekankan bahwa besarnya anggaran pendidikan harus diiringi dengan tata kelola yang 

baik. Hal ini terlihat dari kutipan berikut: 

“Pemerintah Kota Bandung meminta seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan, 

memastikan agar setiap penggunaan anggaran dicatat dan dilaporkan secara tepat dan dapat 

dipertanggungjawabkan.” 

Kutipan tersebut mendukung urgensi penerapan jurnal penyesuaian sesuai SAP 

akrual, terutama karena kesalahan dalam pengakuan pendapatan, belanja, atau penyusutan 

dapat menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. 

   Berita ini menegaskan bahwa pengawasan publik terhadap alokasi pendidikan 

sangat tinggi. Hal ini diperkuat dengan pernyataan: 

“Dengan anggaran yang begitu besar, transparansi dan pelaporan yang benar menjadi 

kunci agar masyarakat dapat mengawasi jalannya pembangunan sektor pendidikan.” 

Pernyataan ini selaras dengan fokus penelitian jurnal yang menekankan pentingnya 

transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan jurnal penyesuaian pada SKPD khususnya Dinas 

Pendidikan  dalam mengelola anggaran. 

4. Berita Mengindikasikan Permasalahan dan Tantangan  

Transparansi sebagai Landasan Pencatatan Akuntansi Daerah 

Transparansi memiliki hubungan langsung dengan kualitas penyajian laporan 

keuangan. Sistem akuntansi akrual mengharuskan setiap SKPD untuk mengakui 

pendapatan dan beban pada saat timbul hak dan kewajiban, bukan pada saat kas diterima 

atau dikeluarkan. Dengan demikian, setiap transaksi harus dicatat secara terbuka, 

konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung, transparansi ditunjukkan melalui berbagai 

langkah strategis pemerintah kota, seperti pembenahan sistem informasi publik, 

peningkatan pelaporan berbasis digital, dan pengawasan terhadap proses pelayanan 

pendidikan. Berbagai berita resmi menunjukkan bahwa pemerintah kota memperkuat 

sistem informasi publik, meningkatkan pengawasan internal, serta menekankan 

pentingnya pelayanan pendidikan yang adil, akurat, dan dapat dipantau masyarakat. Hal 

ini menunjukkan bahwa budaya transparansi sudah menjadi bagian dari tata kelola 

pemerintahan, termasuk dalam pencatatan pendapatan dan beban pendidikan. 

Peningkatan transparansi ini secara langsung memengaruhi keakuratan jurnal 

penyesuaian, karena setiap penyesuaian pendapatan, beban, aset, maupun kewajiban harus 

dapat ditelusuri dan diverifikasi oleh publik maupun auditor. 
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5. Akuntabilitas sebagai Prinsip Utama dalam Jurnal Penyesuaian 

Akuntabilitas mengharuskan pemerintah menyusun laporan keuangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral. Pada tahun 2023, sektor 

pendidikan Kota Bandung menyerap anggaran sangat besar, yaitu mencapai Rp 1,9 triliun. 

Besarnya anggaran ini menunjukkan bahwa SKPD, termasuk Dinas Pendidikan, harus 

menerapkan akuntansi yang ketat untuk menghindari kesalahan pencatatan, 

penyimpangan anggaran, atau ketidaksesuaian laporan. 

Dalam praktiknya, berbagai transaksi pendidikan membutuhkan jurnal penyesuaian 

agar pencatatan sesuai dengan SAP akrual, seperti: Pendapatan BOS yang diterima di akhir 

tahun, Belanja barang dan jasa yang sudah menjadi kewajiban tetapi belum dibayar, 

penyusutan aset sekolah, Pendapatan retribusi yang belum ditagihkan, Beban utilitas yang 

baru dibayar pada awal tahun berikutnya. 

Tanpa jurnal penyesuaian yang benar, laporan keuangan dapat memberikan 

gambaran yang salah, terutama pada SKPD pendidikan yang beroperasi dengan volume 

transaksi tinggi. Akuntabilitas ini menjadi semakin penting karena sektor pendidikan 

termasuk area yang paling sering dipantau masyarakat. 

6.   Diskusi Berdasarkan Teori Akuntabilitas Publik dan Stewardship 

Dari perspektif Teori Akuntabilitas Publik, kesalahan dalam jurnal penyesuaian 

mencerminkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban publik. 

Ramadhani & Afiqoh (2025) menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah 

adalah wujud tanggung jawab pemerintah kepada publik atas pengelolaan dana publik. 

Jika jurnal penyesuaian tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, maka 

laporan keuangan menjadi kurang relevan dan menurunkan tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap kinerja keuangan daerah. 

Lebih jauh, teori ini menggarisbawahi bahwa akuntabilitas publik tidak hanya 

bersifat administratif, tetapi juga moral. Aparatur publik memiliki tanggung jawab etis 

untuk memastikan setiap angka dalam laporan keuangan merepresentasikan kondisi 

faktual. Dalam kasus Dinas Pendidikan Kota Bandung, ketidaksesuaian jurnal penyesuaian 

antara SKPD dan PPKD menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal belum 

berjalan efektif sebagai alat kontrol akuntabilitas vertikal dan horizontal. 

Dari sisi Teori Stewardship, hubungan antara PPKD dan SKPD menggambarkan 

relasi kepercayaan antara steward dan principal. Menurut Wiyana, Sufiati, & Nurasratunnisa 

(2023), keberhasilan pengelolaan keuangan daerah ditentukan oleh sejauh mana aparatur 

memahami tanggung jawabnya sebagai pengelola sumber daya publik, bukan sekadar 

pelaksana administratif. 

Dalam praktiknya, staf keuangan Dinas Pendidikan sering menghadapi dilema 

antara kepatuhan administratif dan tanggung jawab substantif terhadap akurasi laporan. 

Misalnya, karena tekanan waktu menjelang penutupan tahun anggaran, beberapa 

penyesuaian dilakukan tanpa dokumen pendukung lengkap. Hal ini menimbulkan risiko 

kesalahan yang dapat memengaruhi opini BPK terhadap LKPD. 

https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/5306?utm_source=chatgpt.com
https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/5306?utm_source=chatgpt.com
https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/5306?utm_source=chatgpt.com
https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/download/1588/692?utm_source=chatgpt.com
https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/download/1588/692?utm_source=chatgpt.com
https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/download/1588/692?utm_source=chatgpt.com


Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review Vol: 6, No 1, 2026 15 of 18 

 

 

https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/JER 

Dengan demikian, stewardship dalam konteks ini tidak hanya menuntut keahlian 

teknis, tetapi juga integritas moral aparatur. Aparatur yang memiliki kesadaran 

stewardship akan berupaya memastikan setiap transaksi dicatat dengan akurat meskipun 

tidak diawasi langsung oleh atasan atau auditor. 

 

7.      Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu 

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa studi nasional yang menunjukkan 

bahwa penerapan SAP akrual masih menghadapi tantangan implementatif. 

A. Safitri (2024) menemukan bahwa kurangnya kompetensi aparatur menjadi penyebab 

utama kesalahan jurnal penyesuaian di kabupaten Semarang. 

B. Aprilia (2025) menyoroti belum optimalnya penggunaan SIPD dalam mendukung 

pencatatan akrual di Palembang. 

C. (Nilamsari, n.d.) menunjukkan bahwa integrasi sistem keuangan dan pengawasan 

internal dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. 

D. Secara internasional, (Ashari, 2025))mengonfirmasi bahwa faktor budaya birokrasi dan 

resistensi perubahan juga berkontribusi terhadap keterlambatan implementasi 

akuntansi akrual di Indonesia. 

Temuan-temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa masalah utama 

bukan pada aturan, tetapi pada komitmen implementasi dan koordinasi lintas unit. 

Dinas Pendidikan sebagai entitas teknis harus bekerja sama erat dengan PPKD agar 

proses penyesuaian jurnal menjadi bagian integral dari siklus akuntansi, bukan 

pekerjaan tambahan di akhir tahun. 

  

8.      Implikasi Praktis dan Akademik 

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan integrasi 

sistem SIPD dan pelatihan teknis bagi aparatur keuangan di Dinas Pendidikan. Sistem 

pencatatan berbasis akrual harus diotomatisasi agar jurnal penyesuaian dapat dilakukan 

tepat waktu dan seragam antarunit. 

Secara akademik, penelitian ini menegaskan relevansi teori akuntabilitas publik dan 

stewardship dalam memahami dinamika pengelolaan keuangan daerah di era 

desentralisasi fiskal. Akuntabilitas publik mendorong transparansi dan keterbukaan, 

sementara stewardship menekankan komitmen moral aparatur untuk bertindak sebagai 

pelayan publik. 

Kombinasi kedua teori ini menciptakan kerangka konseptual yang menjelaskan 

mengapa reformasi akuntansi publik sering gagal bukan karena lemahnya regulasi, tetapi 

karena kesenjangan antara tanggung jawab formal dan moral dalam birokrasi keuangan 

daerah. 
 

 

 

https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JREA/article/download/1911/1872?utm_source=chatgpt.com
https://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana/article/download/1050/504?utm_source=chatgpt.com
https://jas.umsida.ac.id/index.php/jas/article/view/1931
https://jas.umsida.ac.id/index.php/jas/article/view/1931
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Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem akuntansi PPKD dan SKPD di Dinas 

Pendidikan Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa proses jurnal penyesuaian 

pendapatan dan beban belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akrual yang diatur dalam 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Perbedaan perlakuan akuntansi antara SKPD yang 

cenderung berbasis kas dan PPKD yang menerapkan basis akrual menimbulkan selisih 

pada laporan keuangan daerah. Faktor penyebab utama berasal dari keterbatasan 

kompetensi aparatur, belum optimalnya integrasi sistem SIPD, serta lemahnya koordinasi 

dan pengawasan internal. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dan prinsip 

stewardship belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pengelolaan keuangan 

pendidikan daerah. Oleh karena itu, reformasi akuntansi sektor publik di daerah harus 

diarahkan tidak hanya pada aspek teknis pencatatan, tetapi juga pada pembangunan etika 

profesional dan tanggung jawab moral aparatur sebagai pengelola dana publik. 

 

Saran 

1. Peningkatan Kompetensi SDM: 

Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan teknis akuntansi akrual dan 

penyusunan jurnal penyesuaian secara berkala bagi aparatur SKPD dan PPKD, khususnya 

bagi staf keuangan di sektor pendidikan. 

2. Integrasi dan Otomatisasi Sistem SIPD: 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kota Bandung perlu memperkuat fitur 

integrasi antara modul pelaksanaan anggaran SKPD dan pelaporan PPKD agar jurnal 

penyesuaian dapat dilakukan otomatis, mengurangi risiko kesalahan dan keterlambatan 

pelaporan. 

3. Penguatan Pengawasan dan Etika Stewardship: 

Perlu dibangun mekanisme pengawasan internal berbasis nilai akuntabilitas publik 

dan etika stewardship agar aparatur tidak hanya patuh pada aturan formal, tetapi juga 

memiliki kesadaran moral dalam melaporkan keuangan publik secara jujur dan transparan. 
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